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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DANA ABADI BANTUAN

Menimbang

Mengingat

SOSIAL/KEMANUSIAAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

. bahwa  nomenklatur  pos anggaran Dana Abadi Bantuan

Sosial/Kemanusiaan tidak termasuk nomenklatur pos anggaran
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa bahwa agar tidak terjadi kerancuan hukum dalam pengaturan

penganggaran Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan tersebut,
dipandang perlu untuk diadakan pencabutan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dana

Abadi Bantuan Sosial/ Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9
Tahun 2008  tentang  Pembentukan  Dana  Abadi  Bantuan

Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten

Tasikmalaya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menetapkan

dan

BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA ABADI BANTUAN SOSIAL/KEMANUSIAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.
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Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dana Abadi
Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 2
Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah mengalihkan dan memasukkan Dana
Abadi Bantuan Sosial/Kemanusiaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dalam Pos Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan dibuktikan dengan Surat

Tanda Setoran ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 November 2010

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H.T.FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 3




